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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya 

dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 a  ̇ es (dengan titik di atas)̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 al  ̇ zet (dengan titik di atas)̇  ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es ش

 ṣad ṣ es dan ye ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .‘. koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..’.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي



 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 

fatḥah A A 

 

 

Kasrah I I 

 وْ 

 

ḍommah U U 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

.....  fatḥah dan ya Ai a dan i ي 

 fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى..َ...... ا..َ..  fatḥah dan alif atau ya  ̅ a dan garis atas 

 kasrah dan ya   i dan garis di bawah ...ٍ..ى

و....ُ  ḍommah dan wau  ̅ u dan garis di atas 

 

 



 

3. Ta Marbutah    

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, 

transliterasenya adalah /t/. 

b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah 

/h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalan system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu:  

 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata .ال

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung diikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

6. Hamzah  

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf 

kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 

juga.Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya 

huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 

kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 



huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.Karena itu 

keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 

Cetekan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan 

Lektur Pendidikan Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK  

 

Nama   :  ANNE RUFAEDAH  

Nim  :  15 402 00120 

Judul Skripsi  : Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 

Tahun 2018-2019 

 

       Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan salah satu 

kecamatan di Kota Padangsidimpuan yang menerima anggaran Dana Desa. 

Peningkatan jumlah anggaran dana desa di Kecamatan Padangsidimpuan 

Tenggara nyatanya tidak diiringi dengan peningkatan kesejahreaan 

masyarakat, hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Keuangan 

Palopat Pijor Koling bahwa dari tahun 2018-2019 anggaran dana desa untuk 

16 desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara mengalami peningkatan, 

akan tetapi jumlah penduduk miskin tidak mengalami pengurangan. Hal ini 

tidak sesuai dengan kenyaatan yang diharapakan dimana seharusnya semakin 

bertambah jumlah anggaran dana desa maka akan semakin cepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  

  Penelitian ini menggunakan teori yang bersumber dari Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara dan 

menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan 

Sosial Pasal 1 Ayat 1, menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.  

 Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yaitu 

penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana dampak alokasi dana 

desa terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan 

Tenggara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak alokasi dana desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Palopat Pijor Koling, Desa 

Manunggang Jae dan Desa Manunggang Julu mulai dirasakan oleh 

masyarakat dari segi pembangunan infrastruktur desa akan tetapi jika diamati 

dari segi indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, pola konsumsi, 

pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, pengalokasian dana desa masih belum 

signifikan oleh masyarakat. 

 

Kata Kunci : Dana Desa, Kesejahteraan, Ekonomi 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

          Salah satu dampak positif dari otonomi daerah adalah terjadinya 

perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem 

desentralisasi. Desentralisasi dalam otonomi daerah berarti adanya pelimpahan 

wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan 

wewenang tersebut berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada 

daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara 

optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, 

namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level 

pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa.  

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa 

menyebutkan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
1
 

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah 

berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga 

                                                             
1
Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, tentang  Desa 



2 
 

dapat menciptakan landasan yang kuatdalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.  

Di Indonesia wilayah desa selalu identik dengan kemiskinan dan jauh 

dari kesejahteraaan, hal ini kerena kurangnya perhatian pemerintah pusat 

dalam mengembangkan desa. Padahal sesunggungnya desa juga memiliki 

potensi untuk meningkatkan perekonomian negara khususnya dari sektor 

pertanian, akan tetapi karena banyaknya faktor penghambat salah satunya 

adalah infrastruktur jalan yang kurang memadai membuat wilayah perdesaan 

selalu tertinggal. Data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik Indonesia 

memaparkan bahawa tingkat kemiskian di wilayah perdesaan selalu lebih 

tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan. Berikut 

adalah tabel persentase penduduk miskin di Indonesia 2011-2019. 

Tabel I.1 

Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2011-2019 

 

 Sumber: Data Diolah (Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2019) 

Berdasarkan Tabel I.1 di atas, kemiskinan di desa setiap tahunnya lebih 

tinggi dari pada di kota. Sehingga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

desa lebih sulit untuk didapatkan. Sesungguhnya desa merupakan salah satu 

ujung tombak organisasi pemeritah dalam mencapai keberhasilan 

Tahun Perkotaan Perdesaan 

2011 9.23 12.49 

2012 8.60 11.66 

2013 8.52 11.47 

2014 8.16 10.96 

2015 8.22 11.13 

2016 7.73 10.70 

2017 8.22 10.12 

2018 6.89 9.66 

2019 6.69 9.41 
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pemerintahan. Hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat 

sehingga program dari pemerinah lebih cepat tersampaikan. Pemerintah desa 

diyakini lebih mampu melihat perioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan 

pemeritah kabupaten/kota yang secara nyata memiliki ruang lingkup 

permasalahan yang lebih luas dan rumit. 

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa  berkedudukan sebagai 

subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga 

desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan sendiri. Dalam penyelenggaraan kewenangan desa,  

penyelenggaraan pemerintah, maupun pembangunan, maka dibutuhkan 

sumber pendapatan desa.  

Sumber pendapatan desa sangat sedikit sebelum adanya alokasi dana 

desa hal ini disebabkan beberapa hal seperti sumber pendapatan desa 

bergantung pada bantuan yang sangat kecil, kesejahteraan masyarakat desa 

yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa 

(PAD) yang tinggi, banyaknya program pembangunan masuk ke desa akan 

tetapi hanya dikelola oleh dinas.
2
 

Dewasa ini pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui program dana desa, yaitu dengan membentuk Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dalam pasal I 

ayat 2, disebutkan bahwa dana desa  adalah dana yang bersumber dari 

                                                             
2Chandra Kusuma Putra, Dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No. 6, 

Tahun, 2013.  
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Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi 

desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat.
3
 

Besarnya dana desa yang diberikan kepada setiap desa bervariasi yang 

disesuiakan dengan situasi dan kondisi desa tersebut, karena merupakan 

konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa 

yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Kemajuan alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan harus 

memiliki pengelolaan keuangan yang baik yaitu segala sesuatu yang menjadi 

penunjang terlaksananya alokasi dana desa harus dilakukan secara terstruktur 

yang dimulai dari beberapa tahap seperti, tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, tahap penata usahaan  dan tahap pertanggung jawaban. 

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan secara transparan  melalui 

musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa sehingga 

terhindar dari konflik dan hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya 

program alokasi dana desa. 

Pengelolaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah harus 

sesuai dengan tujuan dan sasaran, karena melihat dari dana yang diberikan 

                                                             
3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014, tentang  Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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dalam kegiatan pengalokasian dana desa jumlahnya tidak sedikit. Setiap desa 

diberikan dana desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk 

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tercapainya kesejahteraan 

masyarakat desa tersebut. Besarnya alokasi dana desa ditentukan oleh jumlah 

penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat 

kesulitan geografis.
4
 Dana desa dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan 

kemasyarakatan. 

 Padangsidimpuan Tenggara merupakan salah satu Kecamatan di Kota 

Padangsidimpuan yang menerima dana desa oleh pemerintah. 

Padangsidimpuan Tenggara terdiri dari 16 desa dan tercatat telah menerima 

dana desa dari tahun 2015 hingga 2019. Jumlah dana desa Kecamatan 

Pasangsidimpuan Tenggara tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel I.2. 

Tabel I.2 

Jumlah Dana Desa Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara   

Tahun 2018-2019 

No. Nama Desa Dana Desa 

2018 (Rp) 

Dana Desa 

2019(Rp) 

1. Palopat Pijor Koling 827.204.000 1.020.070.000 

2. Salambue 970.724.000 1.189.736.000 

3. Purbatua Pijor Koling 713.617.000 815.104.000 

4. Sigulang  758.645.000 881.388.000 

5. Manunggang Julu 894.240.000 1.079.524.000 

6. Goti  850.276.000 1.015.291.000 

7. Manegen  867.760.000 1.054.725.000 

8. Huta Koje 741.075.000 849.215.000 

9. Huta Limbong 688.712.000 778.927.000 

10. Huta Padang 704.560.000 802.239.000 

                                                             
4Tim Redaksi Laksana,Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tetang 

Desa Dan Dana Desa(Yogyakarta: Laksana, 2019), hlm.141 
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11. Perkebunan Pijor Koling 686.675.000 775.350.000 

12. Labuhan Labo 784.884.000 921.498.000 

13. Huta Lombang 733.684.000 845.159.000 

14. Manunggang Jae 851.179.000 1.012.872.000 

15. Labuhan Rasoki 871.414.000 1.042.765.000 

16. Tarutung Baru 686.293.000 775.349.000 

Sumber: Badan Keuangan Kota Padangsidimpuan tahun 2019
5
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Kota 

Padangsidimpuan, diketahui bahwa jumlah dana desa bertambah setiap 

tahunnya di seluruh desa  di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara mulai 

dari Desa Palopat Pijor Koling, Desa Salambue, Desa Purbatua Pijor Koling, 

Desa Sigulang, Desa Manunggang Julu, Desa Goti, Desa Manegen, Desa Huta 

Koje, Desa Huta Limbong, Desa Huta Padang, Desa Perkebunan Pijor Koling, 

Desa Labuhan Labo, Desa Huta Lombang, Desa Manunggang Jae, Desa 

Labuhan Rasoki, dan Desa Tarutung Baru.  

Penambahan jumlah dana desa dapat menunjang percepatan perioritas 

penggunaan dana desa, dimana perioritas dana desa yaitu membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa, membiayai pelaksanaan program dan 

kegiatan yang bersifat lintas bidang seperti bidang kegiatan produk unggulan 

dan badan usaha umum desa/bersama, serta pembangunan sarana olahraga. 

Dana desa yang merupakan program unggulan pemerintah nyatanya 

masih belum berhasil sepenuhnya dalam menanggulangi kemiskinan yang ada 

desa, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat seputar 

                                                             
5Dokumentasi Penerimaan Dana Desa oleh Badan Keuangan Daerah Kota 

Padangsidimpuan  
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perekonomian rumah tangga yang semakin lemah. Peneliti mengambil 3 desa 

di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sebagai objek penelitian terkait 

dana desa, adapun desa yang dipilih yaitu Desa Palopat Pijor Koling, Desa 

Manunggang Julu dan  Desa Manunggang Jae.  

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Ali Husyn salah satu 

warga Desa Palopat Pijor Koling, beliau menuturkan bahwa: 

Anggaran dana desa di Desa Palopat Pijor Koling lebih banyak untuk 

pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan keliling, jembatan dan 

pembangunan balai desa. Manfaat pembangunan sudah dirasakan masyarakat 

tetapi dari segi pendapatan, konsumsi dan pendidikan belum ada peningkatan 

yang signifikan.
6
 

 

Menurut Ibu Erni Rafianti warga Desa Manunggang Julu menuturkan 

bahwa sejauh ini bentuk pengalokasian dana desa yang dilakukan pemerintah 

desa difokuskan dalam pembangunan infrastruktur desa terutama 

pembangunan jalan dan jembatan, sebagai seorang petani beliau mendapatkan 

kemudahan dalam pengangkutan hasil pertanian karena akses jalan  menuju 

sawah sudah baik. Akan tetapi jika ditinjau dari segi indikator kesejahteraan 

baik pendapatan, pola konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan kesmiskinan tidak 

mengalami perubahan baik sebelum dan sesudah adanya dana desa tingkat 

kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan.
7
 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elvi Annisa warga Desa 

Manunggang Jae menuturkan bahwa bentuk pengalokasian dana desa bagi 

para petani yaitu dengan adanya bantuan pinjaman mesin traktor dengan sewa 

                                                             
6
Wawancara dengan Bapak Ali Husyin, warga Desa Palopat Pijor Koling, 

Padangsidimpuan Tenggara. pada tanggal 2 November 2019 
7
Wawancara Dengan Ibu Erni Rafianti, Warga Desa Manunggang Julu Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara pada tanggal 06 September 2019 
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lebih murah, mesin pompa rumput serta akses jalan yang baik. Tetapi dari 

segi pendapatan beliau menuturkan tidak terjadi peningkatan yang signifikan 

meski adanya bantuan tersebut. Beliau juga menuturkan bahwa pengalokasian 

dana desa dari tahun ke tahun terlalu fokus terhadap pembangunan 

infrastruktur sehingga dampak langsung dana desa masih minim.
8
 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa 

peningkatan jumlah dana desa tidak diiringi dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara signifikan, meskipun dana desa merupakan 

dana yang cukup besar dalam menunjang program-program desa. Oleh sebab 

itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi bahan 

penelitian dengan judul “Analisis Alokasi Dana Desa terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara” 

B. Fokus Masalah  

Fokus masalah ditujukan agar pembahasan yang dilakukan tidak 

melebar atau mencakup hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan judul. 

Alokasi dana desa dalam peneletian ini merupakan dana desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didistribusikan 

untuk kesejahteraan masyarakat.  

Dari 16 desa yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, 

peneliti mengambil 3 desa sebagai tempat penelitian yaitu: Desa Palopat Pijor 

Koling, Desa Manunggang Julu dan Desa Manunggang Jae. Alasan Pemilihan 

3 desa tersebut di latar belakangi oleh keterwakilan antar desa terkait 

                                                             
8
Wawancara dengan Ibu Elvi Annisa Siregar, selaku warga Desa Manunggang 

JaeKec. Padangsidimpuan Tenggara. pada tanggal 3 November 2019 
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perbedaan jenis profesi yang mayoitas di setiap desa penelitian. Mayoritas 

masyarakat Desa Palopat Pijor Koling bekerja sebagai buruh bangunan, 

masyarakat Desa Manungang Jae berprofesi sebagai petani (perkebunan) dan 

masyarakat Desa Manunggang Jae berprofesi sebagai petani (sawah). 

C. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau pemahaman yang 

berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini maka 

diperlukan penjabaran maksud dalam istilah judul: 

1. Alokasi  

 Alokasi adalah penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan 

untuk suatu keperluan. Alokasi dalam penelitian ini mencakup segala dana 

desa yang ditransfer oleh pemerintah dan disalurkan untuk mencapai 

sasaran dana desa yang ditentukan pemerintah setiap tahunnya.  

2. Dana Desa  

 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggran pendapatan 

dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

3. Kesejahteraan Masyarakat  

 Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan 

keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar masyarakat. 
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Kesejahteraan masyarakat yang diharapkan pemerintah dapat tercapai 

dengan adanya dana desa yang dialokasikan.  

4. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 

 Peneliti memilih 3 desa yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan 

Tenggara sebagai lokasi penelitan, tepatnya Desa Palopat Pijorkoling Desa 

Manunggang Julu, Desa Manunggang Jae.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu apakah alokasi dana desa berdampak 

terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan dan 

diharapkan dapat tercapai pada waktu yang akan datang. Adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dampak alokasi dana desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. 

F. Kegunaan  Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengembangan 

wawasan keilmuan dan tugas akhir mencapai gelar Sarjana Ekonomi. 

2. Bagi Masyarakat 

  Menjadi dasar bagi masyarakat khususnya perangkat desa dalam 

menjalankan alokasi dana desa yang lebih baik dan tepat sasaran. 
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3. Bagi Pemerintah  

  Diharapkan menjadi pedoman pemerintah, maupun pemerintahan 

setempat dalam memonitor pengalokasian dana desa khususnya 

masyarakat Desa Palopat Pijor Koling, Desa Manuggang Jae, Desa 

Manunggang Julu,Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota 

Padangsidimpuan agar semakin tercapainya kesejahteraan rakyat yang 

lebih cepat. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, maka peneliti membuat 

sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:  

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan 

masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah yaitu 

berisikan uraian penelusuran dan penjabaran seluruh aspek yang berhubungan 

dengan masalah yang menjadi objek penelitian. 

Batasan masalah yaitu penelitian yang membatasi ruang lingkup 

penelitian hanya ada beberapa aspek yang dipandang lebih dominan dan 

urgen. Batasan istilah yaitu memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang 

terdapat pada judul penelitian. Rumusan masalah yaitu penjabaran hal-hal 

yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan 

penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. 

Kegunaan penelitian yaitu manfaat yang hendak diperoleh dari hasil 
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penelitian. Sitematika pembahasan yaitu menuliskan kembali seluruh yang 

termuat dalam daftar isi. 

Bab II tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian 

terdahulu. Landasan teori  adalah pembahasan dan uraian-uraian tentang objek 

penelitian sesuai dengan teori dan konsep yang diambil dari segala yang 

dijadikan referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu mencantumkan 

beberapa penelitian dari orang yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Bab III metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu 

penelitian, subjek penelitian, sumber data, jenis penelitian, teknik 

pengumpulan data,  teknik analisa data, teknik keabsahan data.  

Bab IV hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum pengalokasian 

dana desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan deskripsi hasil 

penelitian. 

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan pada rumusan masalah. 

Saran memuat pokok-pokok pikiran penelitian kepada pihak-pihak yang 

terkait dengan objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LandasanTeori 

1. Kesejahteraan  

a. Pengertian Kesejahteraan  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahtraan berasal dari  

kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat. Kesejahteraan 

pekerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pasal 1 ayat 31 tentang 

Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan pekerja adalah suatu 

pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik 

maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung atau 

dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkuan kerja yan aman dan sehat.
1
 

   Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai tercapainya 

pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu, masyarakat 

dikatakan sejahtera bila sudah terpenuhi kebutuhannya baik  jasmani maupun 

rohani. Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu: 

1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas 

rumah, bahan pangan dan sebagainya. 

2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan 

tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. 

3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 

pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. 

                                                             
1Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003, tentang  Ketenaga Kerjaan 
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4) Dengan melihat kualitas hidup dari spiritual seperti moral, etika, 

keserasian penyesuaian, dan sebagainya
2
. 

b. Kesejahteraan Masyarakat 

  Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan 

keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar masyarakat. 

Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat yaitu kondisi ekonomi yang baik 

karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktivitas dari 

semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan 

ekonomi tersebut.   

  Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1), 

“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhiya kebutuhan material, spiritual, 

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu menembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3
 

  Kebutuhan material ialah semua kebutuhan yang mencakup 

kebutuhan primer, skunder dan tersier, seperti sandang, pangan dan papan. 

Kebutuhan spiritual untuk kewajiban beragama serta mencari arti dan tujuan 

hidup. Pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini 

menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial 

dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan 

pelaksanaan fungsional sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara 

layak dan bermartabat. 

                                                             
2Ibid.,hlm. 52 
3
Undang-Undang  No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial 
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  Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada umumnya 

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat 

kesejahteraan antara lain: (1) sosial ekonomi rumah tangga masyarakat, (2) 

struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produktifitas 

rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumber daya alam, 

lingkungan dan infrastruktur, dan (4) kondisi lembaga yang membetuk jaringan 

kinerja produksi dan pemasaran pada skala lokal regional dan global.  

c. Indikator Kesejahteraaan Masyarakat 

  Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator 

kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat 

dapat dikatakan sejahtera atau tidak. 

   Adapun indikator kesejahteraan meliputi: 

1) Pendapatan 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja 

(usaha dan sebagainya). Sementara itu, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) 

pendapatan yaitu keseluruhan jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang 

sebagai balas jasa berupa uang dari segala hasil kerja atau usahanya baik dari 

sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waku tertentu.
4
 

   Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau 

balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga 

dalam satu bulan dan digunakan sehari-hari. Di era modernisasi sekarang, 

kebutuhan dipengaruhi oleh pendapatan yaitu semakin besar pendapatan maka 

                                                             
4https://www.bps.go.id, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 15.35 WIB. 

https://www.bps.go.id/
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semakin banyak kebutuhan, sebaliknya semakin kecil pendapatan semakin sedikit 

kebutuhan. Secara sederhana telah kita ketahui bahwa kebutuhan hidup manusia 

meliputi: 

a) Kebutuhan jasmani 

b) Kebutuhan hidup kejiwaan da rohani, serta 

b) Kebutuha hidup berteman atau sosial kemasyarakatan.
5
 

   Pendapatan merupakan suatu unsur penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi barang dan 

jasa. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. Tingkat 

pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila 

pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan 

kesejahteraan tersebut akan rendah pula.  

   Dapat disimpulkan bahwa pendapatan sangat memengaruhi 

kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka daerah 

tersebut akan semakin maju karena proses pemenuhan kebutuhan desa tersebut 

dapat terpenuhi dengan meningkatnya pendapatan suatu daerah.    

2) Pola Konsumsi 

 Konsumsi merupakan seluruh pembelian barang dan jasa akhir.
6
 Pola 

konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah 

tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya 

proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran 

rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. 

                                                             
5Joko Tri Prasetya, Ilmu Budaya Dasar (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013), hlm. 150 
 6

William A. Mceachren, Ekonomi Mikro (Jakarta, Salemba Empat, 2001), hlm. 490 
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   Teori konsumsi menurut Keynes dikenal dengan Hipotesis 

Pendapatan Absolut (Absolute Income Hypothesis) yang menjelaskan bahwa 

konsumsi seseorang dan atau masyarakat secara absolut di tentukan oleh tingkat 

pendapatan, kalaupun ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut 

Keynes ke semuanya itu tidak berarti apa-apa dan sangat tidak menentukan.  

   Oleh sebab itu, konsumsi sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan, karena dengan pendapatan yang tinggi maka konsumsi secara 

otomatis akan meningkat begitu juga sebaliknya, bila pendapatan rendah maka 

konsumsinya juga rendah.  

3) Pendidikan  

 Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasinoal, pasal 2 ayat 1 pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan 

terncana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

sera keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa di Negara.
7
 

  Masyarakat di era modern memandang lembaga pendidikan 

sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah dan orang tua, 

serta telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-

besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan bangsa, untuk 

mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai yang luhur yang 

harus dilestarikan. 

                                                             
7Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003, tentang Pengertian Pendidikan 
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  Menurut Badan Pusat Statistik, pendidikan dapat diukur 

melalui beberapa indikator yaitu angka atau huruf, angket partisipasi sekolah, 

pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah, dan pendidikan yang 

ditamatkan semakin baik. Dengan adanya pendidikan diharapkan masyarakat desa 

mampu mengelola alokasi dana desa dengan baik sehingga tujuan alokasi dana 

desa dapat tercapai lebih cepat dan masyarakat hidup dengan sejahtera. 

4) Kesehatan 

  Sehat artinya dalam keadaan baik sekujur badan serta 

bagian-bagiannya atau disebut juga kondisi dimana badan dalam keadaan sehat. 

Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan baik secara fisik, mental dan sosial. 

Kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas, sementara 

keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik.
8
 

 Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut 

konsep kesehatan menurut BPS yaitu keluhan kesehatan, proses kelahiran, 

kelahiran, penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan, imunisasi, asi, mengobati 

sendiri, obat tradisional, berobat jalan, tidak termasuk berobat jalan, rawat inap. 

5) Kemiskinan 

 Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ke 

tidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan 

bukan makan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jika dilihat menurut daerah 

                                                             
8Michael P. Todaro Dan Stephen C. Smith, Ekonomi Pembangunan Edisi Kesembilan Jilid I 

(Jakarta:Erlangga, 2003), hlm. 343 
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tempat tinggal, penduduk miskin di Indonesia masih di dominasi oleh penduduk 

yang tinggal di daerah pedesaan.
9
 

 Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di perdesaan, pemerintah 

telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur serta sarana 

prasarana yang mendukung. Tahun 2015 pemerintah menjalankan program Dana 

Desa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. 

d. Kesejahteraan Masyarakat dalam Islam  

   Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk 

mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh 

karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagian 

dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturanya) sangat 

mengharapkan umat manusia memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. 

   Kesejahteraan akan tercapai apabila keadaan ekonomi 

masyarakat meningkat, sehingga Islam sangat memperhatikan masalah 

pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk perhatian Islam dalam ekonomi yaitu 

eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam 

merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang 

tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah 

tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah), serta kehidupan yang baik 

dan terhormat. 

   Menurut Al-Ghazali kesejahteraan (maslahah) dari suatu 

masyarakat tergantung kepada pencaharian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, 

                                                             
9 Badan Pusat Statistic, Indikator Kesejahteraaan Rakyat (Welfare Indicators 2018), diakses pada 

Tanggal 12 Oktober 2019, pukul 06.30 WIB   
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yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), 

harta atu kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa 

sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk 

mencapai kebaikan dunia dan akhirat.
10

 

    Adapun pandangan Al-Syaitibi tentang kesejahteraan yaitu 

terlihat dari konsep Maqasid al-Syar’ah, maqasid berarti kesengajaan atau tujuan, 

sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan 

sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, Al-Syatibi 

mengatakan,  

“sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di 

dunia dan di akhirat”.
11

 

   Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan syariah 

menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat Islam. Hal ini tidak jauh berbeda 

dengan yang di ungkapkan oleh Al-Ghazali bahwa tujuan utama umat Islam 

sama-sama kemaslahatan (kesejahteraan). 

 

 

   Alquran telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam 

surat An-Najm: 48. 

           

                                                             
10Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung:  PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), hlm, 318 
11Ibid., hlm. 380-281 
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Artinya: “Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan 

kecukupan”.
12

 

   Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat indikator 

kesejahteraan dalam Alquran yaitu, kekayaan dan kecukupan. Harta merupakan 

pemberian Allah kepada seluruh umat manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

    Ayat Alquran yang menyinggung tentang kesejahteraan dalam 

bidang konsumsi  terdapat dalam Alquran surah Al-A’raf: 31. 

                      

               

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.
13

 

   Penjelasan dari QS.Al-Araf ayat 31 ini menunjukkan bahwa, 

jika saat memakai pakaian harus indah dan sopan, maka saat makan dan minum 

harus tetap bijak dan jangan berlebih-lebihan. Seringkali rasa lapar da haus 

menjadikan manusia terdorong untuk memuaskan dirinya sendiri. Mestinya lebih 

bijak dan tidak berlebih-lebihan seperti membatasi makan dan minum sesuai 

dengan kebutuhan tubuh dan tidak melampai batas yang diharamkan.
14

 

   Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan 

yaitu dengan membentuk program dana desa, yang tercantum dalam Peraturan 

                                                             
 

12
Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata (Jakarta: Maghfirah, 2009), hlm. 528 

13Ibid., hlm. 154 
14Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Celeban Timur: Pustaka 

Pelajar,2010), hlm. 166 
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Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa. Dengan 

adanya dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia sehingga pendapatan masyarakat meningkat, pendidikan lebih baik, 

kesehatan lebih bagus, pola konsumsi memadai sehingga kemiskinanpun 

berkurang. 

2. Dana Desa 

a. PengertianDana Desa  

   Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, 

pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15

 

   Dana desa yang ditransfer oleh pemerintah ke daerah 

merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka menandai pelaksanaan 

desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana 

transfer lainnya. Dana desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah 

kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi 

Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. 

  Pemberian dana desa yang merupakan wujud dari pemenuhan 

hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa  agar tumbuh dan berkembang 

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, 

                                                             
15

Undang-Undang  No. 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa 
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partisipatif, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat agar 

terciptanya kesejahteraan masyarakat lebih cepat. 

  Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan dalam APBD (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah), yaitu seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana 

desa di rencanakan, dilaksanakan, dan di eveluasi secara terbuka dengan 

melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, dan semua kegiatan harus 

dipertanggungjawabkan baik secara admistrasi, secara teknis, dan secara hukum.
16

 

Sehingga dana desa yang dialokasikan  termanfaatkan dengan terarah, ekonomis, 

efektif, efisien,berkedilan dan tanpa terkecuali. 

b. Pengalokasian Dana Desa 

   Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota 

sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8), bupati/walikota menetapkan 

besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran dana desa dihitung 

berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, 

dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desadan 

angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 

1) 30 % (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk desa. 

2) 20% (dua puluh persen)  untuk luas wilayah desa. 

3) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa.
17

 

                                                             
16

M. Ridwan Tikollah & M. Yusuf A. Ngompo, Analisis Pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) Di 

Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Dalam Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 1 No. 1 

Januari 2018, hlm. 88  
17Tim Redaksi Laksana, Op Cit., hlm. 139  
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   Untuk tingkat kesulitan geografis sendiri digunakan sebagai 

faktor pengali hasil perhitungan sebagaimana yang dimaksud pada poin a), b), dan 

c) sebelumnya. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di desa, 

diharapkan jumlah dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) yang dialokasikan 

dapat menurunkan angka kemiskinan.  

   Salah satu cara yang dilakukan pemerintah desa untuk 

menanggulangi kemiskinan yaitu dengan cara mengalokasikan dana desa untuk 

pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa di lakukan oleh kepala desa 

dan perangkat desa dengan persetujuan masyarakat.  

   Salah satu contoh kebijakan yang dilakukan oleh kepala 

desa Manunggang Julu di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan 

memberdayakan perempuan melalui kursus menjahit gratis dan pemberian bibit 

tanaman untuk bercocok tanam. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana 

desa untuk pembangunan dan infrastruktur desa yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas masyarakat desa.  

 Mengingat penjelasan atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, bahwa desa mempunyai sumber pendapatan diantaranya 

adalah Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran  dan Belanja Negara 

(APBN). Sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa  merupakan satu kesatuan 

dengan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 pasal 93 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang 

Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa: 

1) Pengelolaan keuangan desa meliputi: 
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a) Perencanaan, 

b) Pelaksanaan 

c) Penatausahaan 

d) Pelaporan, dan  

e) Pertanggungjawaban
18

 

2) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 

3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasakan 

sebagian kekuasaanya kepada perangkat desa. 

 

c. Pengelolaan Keuangan Desa  

   Pengertian keuangan desa menurut undang-undang desa 

adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa.
19

 Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dengan periodesasi 

1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

Desember. 

d. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

   Keuangan desa dikelola pemerintahan pemerintah desa . 

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri 

                                                             
18

M. Ridwan Tikollah & M. Yusuf A. Ngompo, Op Cit., hlm. 44 
19Tim Redaksi Laksana,Op Cit., hlm.50  
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nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran. 

1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi 

seluas-luasnya tentang keuangan desa.  

2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 

pelaksanaan kewajiban yang dipercayakan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
20

 

3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat 

desa. 

4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa 

harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.  

e. Tujuan Alokasi Dana Desa 

        Untuk memaksimalkan pengelolaan alokasi dana desa yang 

diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa maka alokasi dana desa 

memiliki tujuan antara lain: 

1)  Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
21

 

2) Meningkatkan perencanaan dan peganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 

3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. 

                                                             
20

Herry Kamareosid, Pengelolaan Keuangan Desa (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 284  
21

www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 20 juli 2019 pukul 10.00 WIB 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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4) Meningkatkan pengambilan nilai-nilai keagamaan, sosial 

budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 

5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong 

masyarakat. Penggunaan bantuan langsung dana desa dibagi 

menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Sebesar 30% dari besarnya dana desa yang diterima oleh 

masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

b) Sebesar 70% dari besarnya daa desa yang diterima oleh 

masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. 

8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui 

Badan Usaha Milik Desa (BUMD). 

  Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketetuan 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta 

mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang nomor 6 

tahun 2014 pasal 2  tentang dana desa. 

f. Alokasi Dana Desa Dalam Pandangan Islam  
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   Dalam  memenuhi kebutuhan hidup, manusia senantiasa 

melakukan berbagai usaha serta upaya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan 

untuk keberlangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, islam mengajarkan pemeluknya 

untuk tekun dan giat berusaha.  

   Di era modern sekarang, untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia hendaklah memiliki pendapatan/penghasilan sehingga kegiatan konsumsi 

dapat terpenuhi. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di suatu 

wilayah  memiliki kewajiban untuk memperhatikan kondisi pendapatan 

masyarakatnya.  

 Dalam pandangan Islam peranan pemerintah didasari oleh beberapa 

argumetasi, yaitu: 

1) Derivasi dari konsep kekhalifahan, 

2) Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif, 

3) Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. 

   Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk 

menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan 

serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Maka pemerintah adalah agen 

dari tuhan atau khalifatullah, untuk merealisasikan falah.
22

 

   Di negara Indonesia pendapatan pemerintah terbesar 

berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dimana sumber 

pendapatan pemerintah berasal dari pajak, bukan pajak, penerimaan 

hibah.Sedangkan dimasa rasululah sumber-sumber pendapatan yaitu zakat fitrah, 

                                                             
22Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Isalam,Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013),hlm. 446  
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zakat mal, ushr (pajak hasil pertaian), pajak jaminan perlindungan bagi kaum non 

muslim, kharaj (pajak tanah non-muslim), uang tebusan para tawanan, harta 

karun, wakaf,  serta harta rampasan. 
23

 

  Seluruh harta yang merupakan sumber pendapatan Negara di 

masa rasullullah dikumpulkan dalam baitul mal yang kemudian didistribusikan 

kepada masyarakat sehingga tidak tersisa sedikitpun. Oleh sebab itu, di masa 

pemerintahan rasulullah kehidupan masyarakat sangat sejahtera karena tidak 

terdapat sifat individual atau mementingkan diri sendiri sehingga tercapainya 

kesejahteraan. Kosep distribusi pendapatan telah di gambarkan dalam Alquran 

surahAl-Hasyr ayat 7. 

                         

                          

                       

          

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, 

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 

yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 

Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. 

dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.
24

 

 

   Dari ayta di atas menerangkan bahwa harta fa’i berasal dari 

orang kafir, seperti pada kasus bani Quraizhah, Bani Nadhir, penduduk Fadak dan 

                                                             
23Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), hlm. 39-48 
24

Ahmad Hatta, Op. Cit., hlm. 546 
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Khaibar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasulullah SAW, digunakan 

untuk kepentingan publik, tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimim.
25

 

   Sejalan dengan penjelasan di atas, pemerintah Indonesia 

mendistribusikan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan cara 

membentuk dana desa, dimana nantinya dana desa yang telah di alokasikan 

diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa baik dari segi 

pendapatan, konsumsi, infrstruktur, pendidikan, kesehatan dan menurunkan 

tingkat kemiskinan.  

B. Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan 

oleh para peneliti terdahulu sebelum penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu 

tersebut dijadikan sebagai acuan dalam perbandingan maupun sebagai 

pertimbangan dalam penelitian ini, baik terkait variabel-variabel maupun asumsi-

asumsi relevan yang ada dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu 

yang sesuai dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Hasil Penelitian 

1 Dianti Lalira 

& Amran T. 

Nakoko 

(Jurnal) 2018 

Pengaruh Dana Desa 

dan Alokasi Dana 

Desa Terhadap 

Tingkat Kemiskinan 

Di Kecamatan Gemeh 

Kabupaten Kepulauan 

Talaud 

Variabel Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa 

secara simulta dan secara 

signifikan tidak 

berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan 

2 Anifa 

Wulandari 

(Skripsi)2017 

Pelaksanaan Program 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) 2016 

Variable Alokasi Dana 

Desa (ADD) tidak 

berpengaruh secara 

                                                             
25Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Cileban Timur: Pustaka Pelajar, 

2010), hlm. 93-94 
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Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan 

Masyarakat Dalam 

Perspektif Islam 

signifikan terhadap 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

3 M. Ridwan 

Tikollah & 

M. Yusuf A. 

Ngampo 

(Jurnal) 2014 

Analisis Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) Di Kecamatan 

Mere Kabupaten Bone 

Berdasarkan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang meliputi: 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

penatausahaan, 

pelaporan, dan 

pertanggungjawaban, 

pada lima desa di 

Kecamatan Bone telah 

sesuai dengan Peraturan 

Mentri Dalam Negeri No 

113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan 

Desa. 

  

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu: 

a. Anifa Wulandari 

  Persamaan dengan Anifa Wulandari dengan penelitian peneliti 

yaitu variable X sama-sama meneliti tentang alokasi dana desa dan variabel Y 

adalah Kesejahteraan. 

   Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan data yang 

digunakan, Anif Wulandari melakukan penelitian di Kecamatan Padang Cermin 

sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Padangsidimpuan 

Tenggara. 

 

 

b. Dianti Lalira & Amran T. Nakoko  
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 Persamaan dengan Dianti Lalira & Amran T. Nakoko yaitu 

variable X sama-sama meneliti tentang Aloksi Dana Desa. Perbedaannya terletak 

pada lokasi penelitian, serta variable Y penelitian.Lokasi penelitian Dianti Lalira 

& Amran T. Nakoko, yaitu di Kecamatan Gameh, Tahun 2018 dengan variable Y 

Tingkat Kemiskinan. Peneli melakukan penelitian di Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara, dengan variable Y Kesejahteraan Mayarakat. 

c. M. Ridwan Tikollah & M. Yusuf A. Ngampo  

   Persamaan dengan M. Ridwan Tikollah & M. Yusuf A. 

Ngampo yaitu variable X sama-sama alokasi dana desa. Perbedaannya terletak 

pada loksi penelitian. M. Ridwan Tikollah & M. Yusuf A. Ngampo melakukan 

penelitian di Kecamatan Mere, 2017. Dan peneliti melakukan penelitian di 

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian bertempat di Desa Palopat Pijor Koling, Desa 

Manunggang Jae, Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan 

Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Waktu penelitian adalah dimulai dari 

bulan Januari sampai dengan Desember 2019. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain. Secara holistik dan dengan bicara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
1
 

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, karena data yang dianalisis tidak 

untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis 

itu berupa deskripsi gejala-gejala yang diamati, dan tidak selalu berbentuk 

angka-angka atau keofisien antar variabel.
2
 Penelitian deskriptif dimaksudkan 

untuk mengangkat fakta, keadaan variabel, dan fenomena-fenomena yang 

                                                             
1
Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm. 6 
2Subana, dan Sudarajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Cet.1 (Bandung: Pustaka 

Setia, 2001), hlm. 17  
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terjadi saat sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan meyajikannya apa 

adanya. 
3
 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa yaitu, kepala desa 

dan masyarakat (1) Desa Palopat Pijor Koling, (2) Desa Manunggang Jae, 

dan (3) Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota 

Padangsidimpuan. 

D. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini merupakan data yang terdiri dari sumber data 

primer dan data sekunder, dimana maksud dari kedua sumber data ini adalah : 

1. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara 

atau hasil pengisihan kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
4
 Data 

primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari 

kepala desa dan masyarakat desa baik Desa Palopat Pijor Koling, Desa 

Manunggang Jae, maupun Desa Manunggang Julu, Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara melalui wawancara dan observasi langsung 

yang dilakukan peneliti. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh 

                                                             
 3Ibid., hlm. 26 

 4Husein Umar, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis(Jakarta: PT Raja 

Grafido Persada), hlm. 42 
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pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.
5
 Data 

sekunder dalam peneliti ini diambil dari penelitian yang sudah terlebih 

dahulu, catatan, dokumentasi, buku-buku yang relavan dengan terkait 

dengan dana desa baik Desa Palopat Pijor Koling, Desa Manunggang Jae, 

maupun Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam 

mengumpulkan data-data terkait diantaranya : 

1. Wawancara  

Cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut.
6
 

Dalam wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan di ajukan. Penelitian yang menggunakan jenis wawancara ini 

bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.
7
 

2. Observasi  

  Observasi yang dilakukan disini adalah observasi langsung atau 

pengamatan langsung, dimana peneliti turun tangan langsung mengamati 

                                                             
 5Ibid., hlm. 42 

6Lexy J. Meleong, Op. Ci., hlm. 186 

 7Ibid., hlm. 190 
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objek maupun subjek peelitian ke lokasi penelitian. Peneliti akan melihat 

sejauh apa program pemerintah dalam mengalokasikan dana desa yang 

diberkan oleh pemerintah.  

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain.
8
 Dokumentasi dalam penelitian yaitu 

seluruh dokumen yang bersangkutan dengan pengalokasian dana desa.  

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
9
 

Adapun proses analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Sebelum di Lapangan  

  Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data 

sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.
10

 

                                                             
8
Albi Anggito Setiawan Johan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV 

Jejak Publisher, 2018), hlm.153 
9Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 428 

 10Ibid., hlm. 429 
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2. Analisis Selama di Lapangan  

  Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel.
11

 

Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
12

 

b. Data Display (Penyajian Data) 

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya.Yang paling sering digunakan untuk menyajikan kata dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

                                                             
 11Ibid., hlm. 430 

 12Ibid., hlm. 431 
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mendisplaykan data, maka akan mudah memahami apa yang terjadi 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.  

c. Conclusion Drawing/ Verification 

  Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.
13

 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : 

1. Perpanjang Pengamatan  

  Perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan yang pernah di 

temui maupun yang baru.
14

 

2. Meningkatkan Ketekunan 

  Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian 

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
15

 

                                                             
 

13
Ibid., hlm. 434 

 
14

Ibid., hlm. 461 
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3. Triangulasi 

  Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian bila 

peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka peneliti 

melakukan penggabungan teknik pengumpulan data baik dari hasil 

wawancara dengan kepala desa maupun masyarakat, observasi 

dilapangan, serta mengumpulkan dokumentasi selama penelitian. 

4. Analisis Kasus Negatif 

  Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang 

berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila 

tidak ada data lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, 

berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
16

 Dalam penelitian ini 

yang dimaksud dengan analisis kasus negatif yaitu perbedaan pandangan 

antara adanya keuntungan atau tidak oleh masyarakat dengan adanya dana 

desa. 

5. Menggunakan Bahan Referensi 

  Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Bahan referensi penelitian yaitu diambil dari buku pedoman desa, sumber 

dana desa yang dikeluarkan oleh badan keuangan. 

 

 

                                                                                                                                                                       
 

15
Ibid., hlm. 462 

 
16

Ibid., hlm. 466 
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6. Mengadakan Member Check 

  Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

17
Ibid., hlm. 467 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 

1. Letak dan Geografis Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan salah satu 

kecamatan di kota Padangsidimpuan, provinsi Sumatera Utara. Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara terletak di koordinat 01
0 

18
1 

16,5
11 

Lintang 

Utara dan 99
0 

19
1 

14,10
11

 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara sebesar 22,70 Km
2
, dengan ketinggian 260-

1100 meter di atas pemukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabpaten Tapanuli Selatan  

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Paangsidimpuan Selatan 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
1
 

2. Pemerintahan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan kecamatan 

dengan jumlah Kelurahan/Desa terbanyak di Kota Padangsidimpuan, yaitu 

sebanyak 2 kelurahan dan 16 desa. 

 

 

 

                                                             
1Badan Pusat Statistik, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Dalam Angka 2019: 

tentang Letak Geografis, diakses pada tanggal 05 November 2019   
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Tabel IV.1 

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin 2019 

No

.  

Nama Desa Luas 

Wilayah 

(Km
2
)  

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa)  

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

(Jiwa) 

1.  Palopat Pijor Koling 3,68 3850 136 

2. Salambue 0,61 2939 270 

3. Purbatua Pijor Koling 0,60 418 21 

4. Sigulang 0,57 1112 82 

5 Manunggang Julu 2,02 1639 202 

6. Goti 2,88 1781 160 

7. Manegen 0,70 1227 121 

8. Huta Koje 0,33 1492 66 

9. Huta Limbong 0,46 375 15 

10. Huta Padang 1,20 482 29 

11. Perkebunan Pijor Koling 3,42 582 5 

12. Labuhan Labo 3,07 1661 88 

13. Huta Lombang 0,56 887 61 

14. Manunggang Jae 1,09 2236 137 

15. Labuhan Rasoki 2,18 2121 180 

16. Tarutung Baru 0,80 293 10  

Sumber: Data Diolah (Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan 

Tahun 2019) 

 

Jumlah penduduk Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 

berdasarkan perhitungan tahun 2018 sebanyak 24.232 jiwa dengan jumlah 

penduduk miskin sebayak 1.560 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 jumlah 

penduduk berkurang sebesar 1.446 jiwa menjadi  22.786 jiwa dengan 

jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 23 jiwa 

sehinga pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara sebesar 1.583 jiwa. Peneliti memfokuskan 

lokasi penelitian dengan memilih 3 desa, adapun desa yang dipilih yaitu 

Desa Palopat Pijor Koling, Desa Manunggang Julu, dan Desa 

Manunggang jae.  
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B. Gambaran Umum Desa Penelitan  

1. Desa Palopat Pijor Koling 

a. Sejarah Singkat Desa Palopat Pijor Koling  

Desa Palopat Pijor Koling atau yang biasa disebut Desa Pal IV 

merupakan desa yang terbetuk dari hasil kesepakatan masyarakat. 

Nama “Palopat” atau “Pal IV” terbentuk karena di desa tersebut 

terdapat empat persimpangan sehingga namanya menjadi Desa 

Palopat. Tidak ada alasan khusus terbentuk Desa Palopat, akan tetapi 

desa ini terbentuk karena kebiasaan masyarakat mengatakan desa ini 

identik dengan simpang empat.  

Mayoritas masyarakat Desa Palopat Pijor Koling bekerja 

sebagai buruh bangunan. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat 

pembangunan di desa palopat serta desa ini merupakan wilayah daerah 

perkantoran, baik kantor dinas, badan pusat statistik dan lain 

sebagainya.
2
 

b. Visi dan Misi Desa Palopat Pijor Koling 

Visi Desa Palopat Pijor Koling yaitu “Terciptanya Masyarakat 

Desa Palopat Pijor Koling Yang Maju Jaya, Profesional Dan 

Berintegritas yang Tinggi”. 

Misi Desa Paloat Pijor Koling yaitu: 

                                                             
2
Wawancara dengan Ibu Endang Febriani selaku  Kaur Pemerintahan Desa Palopat 

Pijor Koling, Padangsidimpuan Tenggara pada tanggal 14 November 2019 
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1) Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 

Desa Palopat Pijor Koling. 

2) Meningkatkan pembangunan insfrastruktur serta sarana dan 

prasara masyarakat. 

3) Meningkatkan usaha kecil dan menengah untuk menambah 

pendapatan masyarakat.  

4) Meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi mayarakat Desa 

Palopat Pijor Koling. 

5) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi 

masyarakat. 

6) Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan
3
 

2. Desa Manunggang Jae 

a. Sejarah Singkat Desa Manunggang Jae 

Sejarah terbentuknya Desa Manuggang Jae erat kaitannya 

dengan  masyarakat yang menggunakan kuda sebagai alat transportasi. 

Banyaknya jumlah kuda di desa tersebut dimanfaatkan oleh 

masyarakat Desa Manungguang Jae untuk membantu masyarakat 

dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup, dimana selain sebagai 

alat transportasi kuda juga membantu masyarakat untuk mengangkut 

hasil pertanian dan perkebunan dari sawah/ladang warga. 

Berjalannya waktu masyarakat Desa Manunggang Jae sepakat 

membentuk nama “manunggang” menjadi sebuah nama desa karena 

                                                             
3
Ibid  
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masyarakatnya yang identik dengan penunggang kuda. Sebelumnya 

nama Desa Manunggang adalah desa Simangintir, yang artinya sumber 

jalan menuju air jalannya terjal yang sehinga apabila berjalan berbunyi 

“tir tir tir”.
4
 

Nama “Manunggang” berasal dari bahasa batak yang artinya 

menunggangi, oleh karena itu terbentuklah Desa Manunggang. Desa 

Manunggang dibagi menjadi  dua desa karena adanya perpindahan 

sebahagian masyarakat Desa Manunggang ke hulu yang sekarang 

menjadi Desa Manunggang Julu karena daerah perpindahan 

masyarakat berada didaerah hulu sedangkan masyarakat yang menetap 

di Manunggang berada di hilir maka desa tersebut menjadi Desa 

Manunggang Jae. Mayoritas masyarakat Manunggang Jae berprofesi 

sebagai petani, baik petani sawah maupun karet. 

b. Visi dan Misi Desa Manunggang Jae 

Visi Desa Manunggang Jae yaitu “Terwujudkan Masyarakat 

Desa Manunggang Jae Yang Maju, Mandiri Sehat Dan Sejahtera”. 

Misi desa manunggang Jae yaitu: 

1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal 

sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

2) Melaksanakan koordinasi dengan melibatkan instansi-instansi 

terkait. 

                                                             
4
Wawancara dengan Ibu Elvi Annisa Siregar, selaku warga Desa Manunggang 

JaeKec. Padangsidimpuan Tenggara. pada tanggal 13 November 2019 
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3) Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan 

sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

4) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan 

masyarakat. 

5) Melaksanakan kegiatan pembangunan secara jujur, baik, 

transarparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

6) Menciptakan suasana desa yang kondusif dan masyarakat yang 

bersih dari narkoba. 

3. Desa Manunggang Julu  

a. Sejarah Singkat Desa Manunggag Julu 

Sejarah Desa Manunggang Julu mulai terbentuk ketika 

pindahnya sebahagian masyarakat Manunggang ke arah hulu sehingga 

Desa Manunggang dibagi menjadi dua yaitu Desa Manunggang Jae 

dan Desa Manunggang Julu. ”Manunggang” artinya menunggangi, 

atau disebut juga masyarakat penunggang kuda. Banyaknya 

masyarakat yang menunggangi kuda menjadikan kebiasaan tersebut 

sebagai sebuah nama desa yaitu desa Manunggang. Kata “julu” berasal 

dari bahasa batak yang artinya hulu sedangkan “jae” artinya hilir.
5
 

Alasan sebagian masyarakat Manungang berpindah ke arah hulu  

disebabkan akses jalan yang kurang memadai, lahan pertanian di 

daerah hulu belum di jamah oleh manusia serta daerah Manunggang 

                                                             
5
Wawancara denganSamsuddin RitongaBapak Kepala Desa Manunggang Julu 

Padangsidimpuan Tenggara. pada tanggal 12 November 2019 
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dahulunya lebih cocok untuk berkebun. Masyarakat Manunggang Julu 

mayoritas berprofesi sebagai petani. 

 

b. Visi Misi Desa Manungang Julu 

Visi Desa Manungang Julu yaitu “Terwujudkan Masyarakat 

Yang Mandiri, Sehat Dan Berakhlak Yang Mulia”. 

Misi Desa Manungang Julu yaitu: 

1) Meningkatkan pelayanan dan penataan administrasi 

pemerintahan desa. 

2) Melaksanakan pembangunan desa secara merata, terencana dan 

berkelanjutan. 

3) Menumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

guna menciptakan msyarakat Desa Manunggang Julu yang 

mandiri. 

4) Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 

5) Meningkatkan rasa aman, nyaman dan tertib di ligkungan desa.  

6) Memberdayakan mayarakat agar menjadi lebih prduktif, 

inovatif, dan mampu bersaing menghadapi perkembangan 

lingkungan. 
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C. Deskriptif Hasil Penelitian 

1. Program Pemerintah Desa Dalam Pengalokasian Dana Desa didesa 

Penelitian (Desa Palopat Pijor Koling, Desa Manunggang Jae, Desa 

Maunggag Julu) 

Pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin dalam 

mengalokasikan dana desa yang telah  distribusikan oleh pemerintah pusat 

dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini 

terlihat dari program-program yang telah dilaksanakan di oleh 

pemerintahan desa selama lima tahun terakhir. Di Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara khususnya di desa penelitian yaitu Desa 

Palopat Pijor Koling, Desa Manunggang Jae, dan Desa Manungang Julu  

program pemerintah dalam pengalokasian dana desa rata-rata memiliki 

kesamaan dalam bidang pembangunan, pemberdayaan, kesehatan, dan 

hiburan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dua 

kepala desa yaitu Kepala Desa Manunggang Jae Bapak Siddik Harahap, 

dan Kepala Desa Manungang Julu Bapak Samsuddin Ritonga serta 

seorang kaur pemerintahan Desa Palopat Pijor Koling yaitu Ibu Endang 

Febriani ketiganya memaparkan program pengalokasian dana desa yang 

secara keseluruhan memilki kesamaan.  

Adapun program pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa 

yang dipaparkan oleh Kaur Pemerintahan Desa Palopat Pijor Koling, 
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Kepala desa Manungang  Jae dan Kepala Desa Manungang Julu adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemerintahan  

1) Pembangunan balai desa oleh Desa Palopat Pijor Koling dan Desa 

Manunggang Julu. 

2) Peningkatan sarana prasarana kantor desa: perlengkapan kantor 

ATK (Alat Tulis Kantor), kursi, meja, papan informasi. 

3) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 

b. Pembangunan Infrastruktur  

1) Pembangunan jalan keliling. 

2) Pembangunan jembatan.  

3) Pembuatan saluran air bersih.  

4) Pavingisasi dan semen gang.  

5) Pembangunan dan pemeliharaan Polindes (polisi lalu lintas desa). 

c. Pemberdayaan  

1) Pelatihan jahit menjahit oleh remaja dan ibu-ibu. 

2) Kegiatan masak-memasak bagi kaum ibu-ibu. 

3) Pemberian bantuan mesin traktor bagi para petani di Desa 

Manunggang Jae dan Desa Manunggang Julu. 

4)  Pelatihan pemuda dalam bengkel las di Desa Manunggang Julu. 

5) Pelatihan packaging di Desa Palopat Pijor Koling. 

d.  Kesahatan  

1) Memberikan susu bagi bayi, ibu menyusui dan lansia.  
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2) Imunisasi bagi bayi dan anak-anak. 

3) Kontrol kesehatan dengan pengecekan gula darah, kolestrol, 

jantung, darah tinggi dan asam urat di Desa Palopat Pijor Koling. 

e. Konsumsi 

1) Pemberian bantuan sembako kepada lansia di Desa Palopat Pijor 

Koling. 

f. Pendidikan  

1) Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Manungang Jae. 

g.  Kemasyarakatan dan Hiburan  

1) Keagamaan berupa kegiatan pelaksanaan MTQ (Musabaqah 

Tilawatil Qur’an) serta penguatan adat dan budaya di Desa Palopat 

Pijor Koling. 

2) Pemberian bantuan pinjaman berupa mesin pompa rumput bagi 

petani.  

3) Pelatihan nasyid bagi  NNB dan Karang Taruna. 

4) Pemberian alat-alat olah raga. 

2. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 

Ukur Dari Segi Idikator Kesejahteraan Masyarakat  (Pendapatan, 

Pola Konsumsi, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan) 

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak alokasi dana desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat dari segi indikator kesejahteraan 

(pendapatan, pola konsumsi, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan) di 
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Kec. Padangsidimpuan  Tenggara tepatnya di Desa Palopat Pijor Koling, 

Desa Manunggag Jae, dan Desa manunggang Julu, sebagai berikut:  

a. Pendapatan  

Rata-rata pendapatan masyarakat di Kec.Padangsidimpuan  

Tenggara tepatnya di Desa Palopat Pijor Koling, Desa Manunggag Jae, 

dan Desa manunggang Julu, umumnya berkisar Rp. 0 – Rp. 1.500.000. 

Meskipun antar wilayah desa penilitian jenis profesi masyarakat 

berbeda akan tetapi jumlah pendapatan  masyarakat umumnya rata-rata 

sama.  

Setelah pemerintah menjalankan dana desa tahun 2015 sampai 

2019 hingga sekarang, pendapatan masyarakat di tiga desa penelitian  

mengalami sedikit perubahan.  Dari hasil wawancara dengan warga 

Desa Manunggang Julu, Ibu Siabian Nasution menuturkan bahwa: 

Sebagai petani saya merasa terbantu dengan adanya dana desa oleh 

pemerintah, karena jalan menuju sawah sudah bagus sehingga 

untuk mengangkut hasil pertanian lebih mudah dan biaya 

pegangkutan juga lebih murah setelah adannya alokasi dana desa 

untuk pembangunan infrastruktur jalan. 
6
 

 

 Sedangkan menurut Ibu Elvi Annisa Siregar, Warga Desa 

Manunggang Jae  beliau menuturkan bahwa : 

 Setelah adanya program dana desa pendapatan mengalami 

peningkatan meski tergolong sedikit karena upah untuk menyewa 

mesin traktor lebih murah setelah mesin traktror tersebut 

disediakan oleh pemerintah Desa  Manunggang Jae untuk 

masyarakat.
7
 

 

                                                             
6Wawancara Dengan Ibu Siabian Nasutin, Selaku Warga Desa Manunggang Julu 

Kec. Padangsidimpuan Tenggara. pada tanggal 12 November 2019 
7
Wawancara dengan Ibu Elvi Annisa Siregar, warga Desa Manunggang JaeKec. 

Padangsidimpuan Tenggara. pada tanggal 13 November 2019 
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  Sejauh ini upaya pemerintah desa dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa yaitu dengan pembangunan infrastruktur 

jalan, infrastruktur yang memadai akan membantu para petani dalam 

hal kemudahan pengangkutan hasil pertanian. Bantuan selain 

infrastruktur juga diberikan kepada para petani dengan pemberian 

mesin traktor, dan pompa rumput. 

 Upaya pemerintah Desa Palopat Pijor Koling untuk 

meningkatkan pendapatan khususnya bagi buruh yaitu dengan 

menjadikan buruh yang ada di desa tersebut sebagai tenaga kerja 

dalam hal  pembangunan infrastruktur desa. 

b. Pola konsumsi  

  Ibu Endang Febriani selaku  Kaur Pemerintahan Desa Palopat 

Pijor Koling menuturkan bahwa: 

 Upaya pemerintah dalam meningkatkan pola konsumsi yaitu 

dengan memberikan bantuan berupa sembako berupa beras, 

minyak goreng, gula, dan indomie kepada lansia yang sudah 

terdaftar di Desa Palopat Pijor Koling.
8
 

  Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsuddin Ritonga Kepala 

Desa Manuggang Julu menuturkan bahwa dari tahun 2018-2019 belum 

ada anggaran aloksi dana desa untuk meningkatkan pola konsumsi 

                                                             
8
Wawancara dengan Ibu Endang Febriani selaku  Kaur Pemerintahan Desa Palopat 

Pijor Koling, Padangsidimpuan Tenggara pada tanggal 14 November 2019 
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masyarakat. Pemerintah desa saat ini masih fokus untuk membangun 

infrastruktur dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
9
 

Pola konsumsi masyarakat desa umumnya rendah, berbanding 

lurus dengan pendapatan rata-rata masyarakat desa yang juga 

rendah.Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mahdalena Siregar 

menuturkan bahwa pola pikir masyarakat desa tentang pola konsumsi 

hanya sebatas pemenuhan kebutuan dengan makan nasi. Pola Makan 

empat sehat lima sempurna rasanya susah untuk diterapkan dalam 

hidup masyarakat desa, karena makan dengan nasi dan sayur sudah 

cukup. 
10

 

c. Pendidikan 

  Pemerintah berupaya mencerdaskan anak bangsa melalui 

pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan sumber daya manusia 

memiliki pengetahuan dan keterampilan,  berintegritas, berkepribadian 

yang mantap dan mandiri serta  memiliki rasa tanggung jawab. Jika 

ditinjau dari latar belakang pendidikan desa penelitian yaitu Desa 

Palopat Pijor Koling, Desa Manunggang Jae Dan Desa Manunggang 

Julu sudah menerapkan sekolah wajib belajar dua belas tahun. Bahkan 

sudah banyak yang melanjutkan ke jenjang S1. 

  Dampak alokasi dana desa terhadap pendidikan belum dapat 

dirasakan oleh masyarakat Desa Palopat Pijor Koling dan Desa 

                                                             
9
Wawancara dengan Bapak Samsuddin Ritonga selaku Kepala Desa Manunggang 

Julu Padangsidimpuan Tenggara pada tanggal 12 November 2019 
10

Wawancara dengan Ibu Mahdalena Siregar, selaku warga Desa Manunggang Julu 

Kec. Padangsidimpuan Tenggara. pada tanggal 12 November 2019 
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Manunggang Julu, akan tetapi bagi masyarakat Desa Manunggang Jae 

sudah mendapatkan alokasi dana desa terhadap pendidikan berupa 

bantuan bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah lengkap dengan 

fasilitas meja, kursi dan papan tulis.  

  Dari hasil wawancara dengan Bapak Siddik Harahap, beliau 

menuturkan bahwa: 

  Anak-anak sangat terbantu dengan adanya alokasi dana desa untuk 

pembangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang sudah rusak di 

Desa Manunggang Jae. 
11

  

 

  Sedangkan saudari Rafidah  Risky menuturkan bahwa:  

 

 Dana desa tidak memiliki dampak untuk peningkatan pendidikan 

Di Desa Manunggang Julu, karena tidak ada pengalokasian dana 

untuk bidang pendidikan sejauh ini.
12

  

d. Kesehatan  

  Upaya pemerintah desa untuk menangani permasalahan 

kesehatan masyarakat desa terlihat sangat serius. Pemerintah desa di 

setiap desa penelitian, melakukan kerja sama dengan pihak puskesmas 

(pusat kesehatan masyarakat) pembantu dengan tenaga medis setiap 

desa yang ada di desa untuk menggalakkan program-program 

kesehatan.  

                                                             
11

Wawancara denganBapak Siddik Harahap, warga Desa Manunggang JaeKec. 

Padangsidimpuan Tenggara, pada tanggal 13 November 2019 
12

Wawancara dengan Rafidah Rizky, selaku warga Desa Manunggang Julu Kec. 

Padangsidimpuan Tenggara, pada tanggal 12 November 2019  
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  Dengan adanya dana desa, kesehatan masyarakat ditingkat desa 

terlihat lebih baik. Pengalokasian dana desa untuk kesehatan sangat 

membantu masyarakat, sehingga program ini juga membantu pihak 

puskesmas atau rumah sakit. Sebagai contoh, sebelum adanya 

pengalokasian dana desa terhadap kesehatan, masyarakat desa 

terutama ibu-ibu harus membawa anaknya ke puskesmas untuk 

imunisasi, akan tetapi sekarang imunisasi di adakan di posyandu (pusat 

layanan terpadu) desa setiap 2 bulan sekali secara rutin.  

  Dari hasil wawancara dengan Bapak Pangadilan Ritonga 

menurutkan bahwa: 

 Masyarakat Desa Manunggang Jae mendapatkan bantuan 

kesehatan berupa pemberian susu untuk lansia, ibu hamil dan 

balita. Selain itu pengecekan gula darah, kolestrol, jantung, darah 

tinggi dan asam urat. Dan setiap dua bulan sekali diakan imunisasi 

bagi bayi.
13

 

 

e. Kemiskinan  

  Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa adalah memberantas kemiskinan, 

dengan upaya menjalankan program dana desa. Kemiskinan di wilayah 

perdesaan belum berkurang meski program dana desa sudah berjalan 

lima tahun.  

  Desa Palopat Pijor Koling merupakan desa yang tingkat 

kemiskinannya meningkat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 

dari tahun 2018-2019, hal ini terbalik dengan bertambahnya jumlah 

                                                             
13

Wawancara dengan Bapak Pangadilan Ritonga, warga Desa Manunggang Jae 

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, pada tanggal 13 November 2019 



56 
 

 

dana desa tahun berbanding 2019. Sedangkan Desa Manunggang Julu 

dan Desa Manunggang Jae angka kemiskinan tetap dari tahun 2018-

2019 dengan peingkatan jumlah anggaran dana desa tahun 2019. 

Tabel IV.2 

 Jumlah Penduduk Desa Palopat Pijor Koling, Desa  

Manunggang Jae Dan Desa Manunggang Julu Tahun 2018-2019 

No. Nama Desa Jumlah 

Penduduk 

Jumlah Penduduk Miskin 

2018 2019 

1 Palopat Pijor Koling 3580 113 136 

2 Manunggang Jae 2236 137 137 

3 Manunggang Julu 1639 202 202 

 Sumber: Data Diolah Badan Keuangan Pemerintah Kota 

Padangsidimpun Tahun 2019
14

 

 

Tabel IV.3 

Jumlah dana desa di Desa Palopat Pijor Koling, Desa 

Manunggang Jae Dan Desa Manunggang Julu Tahun 2018-2019 

No. Nama Desa Jumlah Dana Desa (Rp) 

 

2018 2019 

1 Palopat Pijor Koling 827.204.000 1.200.070.000 

2 Manunggang Jae 851.179.000 1.012.872.000 

3 Manunggang Julu 894.240.000 1.079.524.000 

 Sumber: Data Diolah Badan Keuangan Pemerintah Kota 

Padangsidimpun Tahun 2019
15

 

 

 Dari hasil Tabel IV.2 dan Tabel IV.3 dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan jumlah alokasi dana desa tidak diiringi pengurangan 

tingkat kemiskinan di desa penelitian. Desa Palopat Pijor Koling 

menerima bantuan peningkatan dana desa sebesar Rp 327.866 dari 

tahun 2018 yang sebesar Rp 827.204.000 menjadi Rp 1.200.070.000 di 

                                                             
14Dokumentasi Dinas Keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpun: Anggaran Dana 

Desa Kota Padangsidimpuan.
 

15Ibid  
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tahun 2019 dengan peningkatan angka kemiskinan sebesar 23 jiwa, 

dari 113 jiwa ditahun 2018 menjadi 136 pada 2019.   

  Sedangkan di Desa Manunggang Jae dan Desa Manunggang 

Julu angka kemiskinan tidak bertambah maupun berkurang, akan tetapi 

diiringi dengan penambahan jumlah dana desa. Di Desa Manunggang 

Jae penambahan dana desa sebesar Rp. 161.648.000, pada tahun 2018 

sebesar Rp. 851.179.000 dan ditahun 2019 sebesar Rp. 1.012.872.000. 

penambahan jumlah dana desa di Desa Manunggang Julu sebesar Rp. 

185.284.000, dia tahun 2018 sebesar jumlah dana desa adalah sebesar 

Rp. 894.240.000 menjadi Rp. 1.079.524.000 pada tahun 2019.  

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Husyin warga 

Desa Palopat Pijor Koling, beliau mengatakan bahwa kemiskinan 

didesa Palopat disebabkan pendapatan masyarakat terlalu minim 

sedangkan pengengeluaran untuk kebutuhan hidup semakin tinggi. 

Harga barang-barang pokok semakin meningkat tetapi pendapatan 

tidak mengalami peningkatan. Dana desa yang sudah berjalan lima 

tahun dominan difokuskan terhadap alokasi infrastruktur, dan 

kesehatan. Pemerintah desa sebaiknya juga fokus dalam pemberdayaan 

masyarakat sehingga perekonomian masyarakat lebih baik..
16

 

 

 

                                                             
16Wawancara dengan Bapak Ali Husyin, warga Desa Palopat Pijor Koling, 

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. pada tanggal 14 November 2019 
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  Sedangkan hasil wawacara dengan Saudari Rafidah Rizky 

menuturkan bahwa: 

 Ada atau tidaknya dana desa kemiskinan tidak mengalami 

pengungaran, baik dari segi pendapatan, konsumsi, dan pendidikan. 

Akan tetapi kami mendapatkan kemudahan dari segi akses 

infrastruktur berupa jalan, jembatan, air bersih dan lain 

sebagainya.
17

 

 

3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak alokasi dana desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan 

Tenggara, peneliti menganalisa hasil penelitian tentang dampak alokasi 

dana desa terhadap indikator kesejahteraan yaitu (pendapatan, pola 

konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan) di tiga desa penelitian 

yaitu Desa Palopat Pijor Koling, Desa Manunggang Jae dan Desa 

Manunggang Julu, sebagai berikut: 

a. Pendapatan  

Menurut peneliti pendapatan masyarakat seharusnya meningkat 

setelah adanya pengalokasian dana desa terutama di wilayah Desa 

Manunggang Jae dan Desa Manunggang Julu. Mayoritas penduduk 

didua desa tersebut bekerja sebagai petani, maka akan sangat terbantu 

dengan pengalokasian dana desa dalam pembangunan infrastruktur. 

Hal ini disebabkan infrastruktur jalan  di dua desa tersebut sudah bagus 

sehingga upah pengangkutan lebih rendah. Selain itu bantuan berupa 

                                                             
17Wawancara dengan Rafidah Rizky, selaku warga Desa Manunggang Julu 

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. pada tanggal 12 November 2019 
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pompa rumput dan penyewaan mesin traktor yang murah dapat 

membantu meringankan beban sewa mesin traktor bagi para petani. 

Hasil survei di desa penelitian terutama bagi masyarakat Desa 

Manunggang Jae dan Desa Manunggang Julu yang mayoritas bekerja 

sebagai petani menyatakan bahwa disamping kemudahan yang 

didapatkan terutama bidang pembangunan infrastruktur peningkatan 

pendapatan masih minim dirasakan oleh masyarakat. Mereka 

mengharapkan adanya bantuan berupa gabah serta adanya bantuan 

dalam perbaikan irigasi sehingga pengaliran air menuju sawah menjadi 

lancar dan mempercepat peningkatan pendapatan. 

Dampak alokasi dana desa terhadap masyarakat Desa Palopat 

Pijor Koling terkait pendapatan yaitu meningkatnya pendapatan buruh 

yang menjadi tenaga kerja pembangunan infrastruktur desa dari 

pengalokasi dana desa. Tidak semua buruh menjadi tenaga kerja dalam 

pemembangunan infrastruktur, oleh karena itu sebaiknya pemerintah 

Desa Palopat Pijor Koling melakukan kerja sama dengan pemerintah 

kota Padangsidimpuan, hal ini karena lokasi Desa Palopat Pijor Koling 

adalah wilayah perkantoran dan untuk setiap pembangunan kantor atau 

lembaga lainmenggunakan jasa  buruh bangunan dari Desa Palopat 

Pijor Koling sehingga pendapatan buruh lebih meningkat dan 

berkelanjutan.  
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b. Pola Konsumsi  

Konsumsi rata-rata masyarakat di tiga desa penelitian masih 

dikategorikan cukup. Dampak alokasi dana desa terhadap pola 

konsumsi sudah di rasakan oleh lansia di Desa Palopat pijor koling, 

akan tetapi alokasi dana desa untuk konsumsi seharusnya dilakukan 

secara merata karena masih terdapat masyarakat miskin yang bukan 

lansia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.  

Permasalahan bantuan sembako untuk lansia juga tidak 

dilakukan secara menyeluruh, dimana hanya lansia yang sudah 

terdaftar yang menerima sembako serta pembagian sembako tidak 

dilakukan secara rutin karena tidak ada agenda rutin untuk mengatasi 

konsumsi para lansia tersebut. 

Bagi warga Desa Manunggang Jae dan Desa Manunggang Julu 

pemerintah desa harus memiliki rasa keperdulian untuk melihat pola 

konsumsi masyarakat miskin yang kurang terpenuhi. Sejauh ini belum 

ada dampak alokasi dana desa terhadap pola konsumsi bagi 

masyarakat. Pemerintah desa harus memiliki perencanaa-perencanaan 

untuk mensejahterakankan rakyatnya terutama di bidang konsumsi, 

karena jika konsumsi masyarakat terpenuhi maka tingkat kesehatan 

masyarakatpun akan meningkat.  

c. Pendidikan  

Tingkat pendidikan di desa masih jauh tertinggal dengan 

pedidikan di kota. Dampak alokasi dana desa terhadap bidang 
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pendidikan belum dirasakan oleh masyarakat Desa Palopat Pijor 

Koling dan Desa Manunggang Julu. Desa Manunggang Jae sudah 

merasakan bantuan pendidikan berupa pembangunan Madrasah 

Ibtidaiyah dan fasilitas sekolah berupa meja, kursi dan papan tulis. 

Sebelumnya bangunan madrasah ibtidaiyah sudah sangat tidak layak 

digunakan untuk proses belajar mengajar. 

Dari hasil wawancara deangan Rafidah Rizky warga desa 

Manunggang Julu menuturkan bahwa  dari tahun 2015-2019 belum ada 

bantuan pemerintah terhadap pendidikan. Ada berapa hal yang dapat di 

lakukan pemerintah desa untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu, 

pemberian bantuan berupa buku-buku pelajaran, sosialisasi tentang 

motivasi sekolah, bantuan materi dan bantuan pendidikan kepada anak 

yang berprestasi.
18

 

Menurut peneliti potensi sumber daya manusia di desa sangat 

tinggi, karena wilayah perdesaan belum dikelola dengan baik, potensi 

terbesar dari masyarakat desa adalah dibidang pertanian. Indonesia 

merupakan negara agrasis akan tetapi masih saja melakukan impor 

beras, jika sebagian dana desa dialokasikan untuk pendidikan maka 

mutu pendidikan akan meningkat sehingga masyarakat desa akan 

cerdas  serta mampu mengelola pertanian dengan baik sehingga kita 

tidak perlu melakukan impor beras lagi.  

 

                                                             
18Wawancara dengan Rafidah Rizky, selaku warga Desa Manunggang Julu Kec. 

Padangsidimpuan Tenggara, pada tanggal 12 November 2019 
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d. Kesehatan  

Permasalahan kesehatan masyarakat desa sedikit demi sedikit 

mulai dibantu oleh pemerintah desa dengan mengalokasiakan dana 

desa untuk bidang kesehatan. Bantuan pemeritah desa terhadap 

kesehatan yaitu berupa imunisasi bagi bayi, pemberian susu kepada 

lansia, ibu menyusui dn anak-anak, pengecekan gula darah, kolestrol, 

jantung, darah tinggi dan asam urat.   

Bantuan kesehatan yang dilakukan pemerintah desa di tiga desa 

penelitian baik Desa Palopat Pijor Koling, Desa Manunggang Jae, dan 

Desa Manunggang Julu harus dilakukan secara rutin karena bantuan 

terhadap kesehatan masih dikeluhkan masyarakat terkait tidak adanya 

jadwal pasti khususnya pembagian susu bagi lansia, ibu menyusi dan 

anak-anak serta kontrol pengecekan gula darah, kolestrol, jantung, 

darah tinggi dan asam urat yang tidak pasti. 

Menurut peneliti pemerintah desa juga harus membagi waktu 

untuk jadwal kesehatan karena jumlah masyarakat yang ingin kontrol 

kesahatan dan jadwal yang ditentukan tidak sesuai hingga menyebakan 

masyarakat berdesak-desakan untuk mendapat nomor antrian sebelum 

jadwal kontrol pengecekan  gula darah, kolestrol, jantung, darah tinggi 

dan asam urat  habis.  

e. Kemiskinan  

Kemiskian merupakan tantangan terbesar dalam mencapai 

kesejahteraan rakyat. Kemiskinan dapat diberantas apabila pendapatan, 
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konsumsi, pendidikan dan kesehatan terpenuhi. Kemiskinan tidak 

dapat dihindarkan akan tetapi dapat diatasi. Dampak alokasi dana desa 

terhadap kemiskinan yaitu pelaksanaan pembangunan dibidang 

infrstruktur seperti pembangunan jalan keliling, pembangunan 

jembatan, pembangunan sekolah, pembangunan saluran air bersih dan 

lain sebagainya. Dampak alokasi dana desa juga terasa di bidang 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia seperti jahit-menjahit, pelatihan memasak dan lain-lain.  

Sasaran alokasi dana desa 2019 masih tetap diperioritaskan 

untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
19

 Menurut peneliti 

pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa  terlihat kurang masih 

kurang maksimal, hal ini disebabkan kurangnya konsisten pemerintah 

desa dalam pemberdayaan masyarakat serta anggaran dana desa untuk 

pemberdayaan masih sedikit.  

Pemerintah desa sudah mengalokasikan dana desa terhadap 

pembangunan infrastuktur, yang merupakan sasaran program dana 

desa selama lima tahun terakhir, akan tetapi ada baiknya dalam hal 

perencanaan pengalokasian, pemerintah desa dan masyarakat harus 

memiliki komunikasi yang lebih baik sehinga dalam setiap 

menjalankan alokasi dana desa masyarakat tidak memiliki persepsi 

yang berbeda terhadap alokasi dana desa. 

 

                                                             
19Kementria Keuangan, (www.djpk.kemenkeu.go.id). diakases pada tanggal 06 

November 2019 pukul 05.30 WIB 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak alokasi dana desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, 

maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa dampak alokasi dana desa 

terhadap kesejahteraan di tiga desa penelitian (Desa Palopat Pijor Koling, 

Desa Manungang Jae, dan Desa Manunggang Julu) ditinjau dari segi indikator 

kesejahteraan yaitu, pendapatan, pola konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan 

kemiskinan mulai mengalami perubahan ke arah yang positif.   

Pendapatan masyarakat sedikit lebih meningkat setelah adanya alokasi 

dana desa, karena biaya pengangkutan  hasil pertanian lebih murah dengan 

alokasi dana desa bagi pembangunan jalan, buruh bangunan juga mengalami 

peningkatan pendapatan karena adanya penyerapan tenaga kerja dalam 

pembangunan infrastruktur desa. Dampak pengalokasian dana desa terhadap 

pola konsumsi dan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat 

karena belum ada anggaran alokasi dana desa secara khusus untuk kedua 

bidang tersebut . 

Dari segi kesehatan, dana desa sangat berdampak terhadap masyarakat 

di tiga desa penelitian yaitu Desa Palopat Pijor Koling, Desa Manunggang Jae 

dan Desa Manunggang Julu karena adanya bantuan berupa pembagian susu 

bagi bayi, ibu menyusui, dan lansia. Imunisasi bagi anak dan pengecekan 
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kesehatan seperti gula darah, kolestrol, jantung, darah tinggi dan asam urat 

bagi masyarakat.  

Ditinjau dari segi kemiskinan, alokasi dana desa belum sepenuhnya 

membantu pengentasan masalah kemiskinan, hal ini disebabkan pemerintah 

terlalu fokus dalam pembangunan Infrastruktur. Salah satu sasaran pokok 

program dana desa adalah pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan 

menjadikan masyarakat lebih mandiri secara ekonomi dan berpotensi 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat lebih cepat. Sejauh ini peran 

pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan sudah 

dilaksanakan, akan tetapi tahapan pengembangan sumberdaya masyarakat 

belum terlaksana secara maksimal.   

B. Saran  

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan terhadap beberapa 

pihak sebagai beriku: 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Pemerintah desa agar lebih maksimal dalam meningkatkan kualias 

sumber daya masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang mandiri. 

Sasaran dana desa yaitu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan 

masyarakat, akan lebih baik jika pembangunan infrastruktur diiringi 

dengan peningkatatan dari segi pemberdayaan masyarakat. Dalam alokasi 

dana desa pemerintah baiknya pemerintah desa juga seharusnya dalam 

pengelokasian dana desa dilakukan secara merata sehingga tidak 

menibulkan persepsi yang berbeda dengan masyarakat.  
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2. Bagi Masyarakat  

Masyarakat agar lebih aktif dalam mengembangkan potensi desa. 

desa akan maju apabila pemerintah desa dan masayarakat bersama-sama 

dalam membangun desa. Masyarakat juga harus mengubah pola pikir 

bahwa dana desa merupakan dana yang seharusnya di berikan kepada 

masyarakat berupa materi (uang) untuk mengentaskan kemiskinan di 

desa.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengkajian 

penelitian selanjutnya, dan juga dapat memperkuat cakupan penelitian dan 

jumlah unit analisis yang dapat memberikn hasil penelitian yang baik dan 

akurat. 
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Lampiran 1  

PEDOMAN WAWANCARA 

Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara  

Daftar wawancara denga kepala desa: 

 

1. Apa yang dimaksud dengan dana desa ? 

 

2. Bagaimana pendapat saudara/i dengan adanya program dana desa yang 

dibentuk oleh pemerintah? 

 

3. Sudah berapa lama desa yang saudari pimpin menerima dana desa? 

 

4. Apa saja program pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa? 

 

5. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam menagalokasikan 

dana desa? 

 

6. Apa saja bentuk program dana desa yang sudah pemrintah 

realisasikan? 

 

7. Apa keutungan yang diperoleh dengan adanya program dana desa oleh 

pemeritah? 

 

8. Apakah kulaitas infrastruktur meningkat ? 

 

9. Apakah kebutuhan masyarakat desa terpenuhi setelah adanya dana 

desa? 



 

10. Apakah dana desa hanya untuk infarstruktur dan sumber daya manusia 

saja? 

 

11. Adakah kontribusi danya dana desa terhadap kesehatan serta 

pendidikan di desa ini? 

 

12. Apakah dengan adanya dana desa pendapatan masyarakat meningkat? 

 

13. Apakah pemukiman atau perumahan masyarakat semakin layak setelah 

adanya dana desa? 

 

14. Dari segi sumber daya mausia apakah terdapat peningkatan skill 

masyarakat setelah adanya program dana desa? 

 

15. Apakah tingkat kemiskinan menurun setelah adanya dana desa? 

 

16. Apakah dana desa memiliki dampak terhadap kesejahteraan 

masyaraat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Wawancara Dengan Masyarakat: 

 

1. Bagaimana pendapat saudara/i dengan adanya program dana desa 

yang dibentuk oleh pemerintah ? 

 

2. Menurut saudara/i apa tujuan dana desa itu dibentuk? 

 

3. Apakah pemerintah desa mulai memberikan perhatian terhadap 

masyarakat setelah adanya dana desa? 

 

4. Sejauh ini apa saja yang sudah pemerintah desa lakukan dalam 

mengelola dana desa? 

 

5. Apa saja bentuk bangunan atau bantuan dari alokasi dana desa 

yang anda ketahui? 

 

6. Menurut saudara/i, bangunan atau bantuan yang sudah 

direalisasikah dari dana desa apakah berguna atau memiliki 

manfaat bagi masyarakat desa? 

 

7. Apakah dana desa berpengaruh terhadap profesi saudar/i ?  

 

8. Adakah peningkatan segi kesehatan dan pendidikan setelah adanya 

dana desa ?  

 

9. Adakah peningkatan pendapatan setelah adanya program dana 

desa? 

 



10. Apakah pemukiman/perumahan warga semakin layak huni setelah 

adaya dana desa? 

 

11. Menurut anda apakah tingkat kemiskinan semakin berkurang 

dengan adanya dana dea? 

 

12. Setelah dana desa di alokasikan apakah ada keuntungan yang yang 

anda peroleh? 

 

13. Apakah dana desa berdampak terhadap kesejahteraan saudara/i 

atau bagi masyarakat desa? 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 2 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 Panduan Observasi Tentang Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padangsian Tenggara adalah 

sebagai berikut: 

1. Lokasi 

2. Bentuk Pengalokasian Dana Desa oleh Pemerintah Desa  

3. Data Anggaran Dana Desa 2018-2019 

4. Infrastruktur yang Dibangun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 3 

DATA INFORMAN  

Indentitas Informan  
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Agama    : Islam  

Pekerjaan   : Kaur Pemerintahan Desa Palopat Pijor 
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Agama    : Islam  
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a. Nama    : Siddik Harahap 

Tempat/Tanggal Lahir : Manunggang Jae, 17 Novemver 19689 

Agama    : Islam 

Pekerjaan  : Kepala Desa 

b. Nama   : Syaidina Ali Nasution  

Tempat/Tanggal Lahir : Pakantan Dolok, 06 November 1945 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Petani 

c. Nama   : Pangadilan Ritonga 



Tempat/Tanggal Lahir : Manunggang Jae, 09 Agustus 1959 

Agama    : Islam  

Pekerjaan   : Petani  

d. Nama    : Elvi Annisa Siregar  
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a. Nama    : Samsuddin Ritonga  

Tempat/Tangal Lahir  : Manunggang Julu, 22 April 1986 

Agama    : Islam 

Pekerjaan  : Kepala Desa  

b. Nama    : Siabian Nasution  

Tempat/Tanggal Lahir  : Manunggang Julu, 14 Juli 1957 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Petani 

c. Nama    : Mahdalena Siregar 

Tempat/Tanggal Lahir : Huraba Marancar, 18 Februari 1952 

Agama    : Islam  

Pekerjaan   : Petani 

d. Nama   : Rafidah Rizki Nasution 

Tempat/Tanggal Lahir  : Manunggang Julu, 26 Juni 2000 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Mahasiswi 



Lampiran 4 

STRUKTUR ORGANISASI DESA PALOPAT PIJOR KOLING 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

   

KEPALA DESA 

Rizky Ovenzhi Hasibuan  BPD 

Sekretaris Desa 

Riza Mardiansyah 

Kaur Pemerintahan 

Endang Pebriani 

Kaur Pembangunan 

Edi Purnomo 

Kaur Umum 

Edi Prianto 

Kaur Keuangan 

Heru Purnomo 

Kepala Dusun I 

Horman Nasution 

Kepala Dusun II 

Rayo Ngatimin 
 

Kepala Dusun III 

Mara Hakim Daulay 
 



 

STRUKTUR ORGANISASI DESA MANUNGGANG JAE 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

   

KEPALA DESA 

Siddik Harahap  BPD 

Sekretaris Desa 

Zulfan Lubis  

Kaur Pemerintahan 

Novita Sari Pane 

Kaur Pembangunan 

Sifian Sori 

Kaur Umum 

Febrianto  

Kaur Keuangan 

Putrid Sofian Sari 

Kepala Dusun I 

Ahmad Subur Harahap 

Kepala Dusun II 

Masriadi 
 

Kepala Dusun III 

Tumin 
 

Kepala Dusun III 

Alimuddin Siagian  
 



STRUKTUR ORGANISASI DESA MANUNGGAG JULU 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

  

KEPALA DESA 

Samsuddin Ritonga  BPD 

Sekretaris Desa 

Munir  

Kaur Pemerintahan 

Habibul Rahman Ritonga 

Kaur Umum 

Dian Alasya Nasution 

Kaur Perencanaan 

Beni Paerwis Ritonga 

Kaur Keuangan 

Nur Hamimah  

Kepala Dusun I 

Hendri Sulaiman  

Kepala Dusun II 

Ramlan Siregar 
 



 
  
 
 

Lampiran 5 

Dokumentasi Pada Saat Wawancara  

 

 

 

 

  



 
  
 
 

 

 

 

  

 



 
  
 
 

 Lampiran 6 

  Bentuk Alokasi Dana Desa  

 

 

 

 

  



 
  
 
 

Data Alokasi Dana Desa 2018-2019 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

 

 

 

 


